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 BUPATI YAHUKIMO 
PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR  :        TAHUN 2021 

 
TENTANG 

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BERAS BAGI MASYARAKAT YANG  
TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM RANGKA  

PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH  
 

Lampiran  : 1(satu) 
  

BUPATI   YAHUKIMO, 
Menimbang  : a . bahwa dalam rangka menyikapi penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak pada pada aspek 
sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu 
diberikan bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak 
ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 sebagai upaya 
dalam pemulihan perekonomian daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu 
melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak 
penularan Corona Virus Disease 2019 dengan 
memprioritaskan penggunaan APBD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati Yahukimo tentang Penetapan Penerima 
Bantuan Beras Bagi Masyarakat yang Terdampak Corona 

Virus Disease 2019 Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di 
Daerah; 

 
Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Tahun 1969 Nomor 47); 

 
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 
Teluk Wondama,  di Provinsi   Papua    (Lembaran   Negara    
Tahun    2002 Nomor 129); 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi 
Undang-Undang; 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Diasease 2019 (Covid 19) 
dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional; 

 
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
178); 

 
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 ); 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Yahukimo Nomor 01 Tahun 2021); 

 
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo 
Nomor 02 Tahun 2021). 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan  :  
    
KESATU :  Menetapkan Penetapan Penerima Bantuan Beras Bagi 

Masyarakat yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 Dalam 
Rangka Pemulihan Ekonomi di Daerah sebagaimana tersebut 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
keputusan ini. 

 
KEDUA :  Dalam Pelaksanaan Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku; 
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KETIGA :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 
2021; 

 
KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. 
 

               
           Ditetapkan di : Sumohai 

         Pada Tanggal :  
                     

            BUPATI  YAHUKIMO, 

 

 

             DIDIMUS YAHULI 

              


